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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 

dapat ditarik simpulan bahwaperencanaan pengelolaan APBDes di Desa 

Ayula Selatan telah dilakukan sesuai dengan unsur akuntabilitas yaitu 

turut serta melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh 

masyarakat, BPD, LPM, dan pemerintah desa itu sendiri. Selanjutnya, 

pelaksanaan pengelolalaan alokasi dana desa atau penggunaan dan 

penerimaan alokasi dana desa dilakukan sesuai dengan perundang-

udangan yang terstruktural sehingga apek akuntabilitas dapat terpenuhi. 

Dalam hal penatausahaan, dimana bendahara di Desa Ayula Selatan 

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku 

kas umum, kas bank dan buku pembantu, walaupun masih ada kesalahan 

pencatatan dan pengakuan terhadap dana yang belum dicairkan tetapi 

sudah dibuatkan pertanggungjawaban karena dananya sudah 

menggunakan dana talangan oleh kepala desa ayula selatan. Kemudian 

terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban telah diupayakan 

sebaik mungkin oleh pemerintah desa dengan melakukan pemantauan 

sebelum menyusun laporan serta menyerahkan pertanggungjawaban 

tersebut kepada pemerintah daerah melalui dokumen laporan 

pertanggungjawaban dalam bentuk hardcopy. Berbagai masalah yang 

ditemukan dan dialami oleh pemerintah desa dapat diatasi dengan adanya 
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bimbingan dan pengawasan teknis oleh pemerintah daerah baik dari 

tenaga pendamping desa hingga instansi pemerintah yakni Inspektorat 

Bone Bolango. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran yakni sebaiknya pemerintah desa Ayula Selatan 

memprioritaskan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat dengan 

mempertimbangkan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

saat ini. Dalam hal kesalahan pencatatan dan pengakuan yang dilakukan 

oleh bendahara desa, sebaiknya bendahara desa harus melakukan 

penatausahaan secara struktural dengan cara mencairkan dana yang ada 

untuk kemudian direalisasikan dan dibuatkan pertanggungjawabannya, 

untuk menghindari kesalahan pencatatan seperti yang sebelumnya.Untuk 

Pelaksanaan Bimbingan teknisdalam pengelolaan APBDes  merupakan 

sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes. Oleh karena itu 

pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus 

dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga 

kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna 

meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam 

pembangunan desa, sehingga dengan hal ini akan tercipta akuntabilitas 

dalam pengelolaan APBDes di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango 

Selatan. 
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